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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan ini dapat disusun sebagai 

pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan.  

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala 

Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, 

kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara 

sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis. 

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui 

pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra 

ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan 

manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. 

 

Pacitan, 19 September 2025 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik  
 
 

 

Muniirul Ichwan, S.STP. 
NIP. 197805281998101001 
Pembina Utama Muda/ IV/c
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 272–273 Rencana Strategis yang selanjutnya 

disingkat Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29 Rencana Strategis Perangkat Daerah 

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) 

tahun.  

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pacitan perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka 

menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi 

dan misi pembangunan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Pacitan memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara 

rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, 

perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola 

sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan menjadi dasar evaluasi 

kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan 

yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku 

kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan 

pembangunan. 

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 

2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional 

yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk 
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menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah 

Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.  

Renstra Kabupaten Pacitan menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 

lima tahun. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan 

pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, Renstra 

berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk 

berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan 

Kabupaten Pacitan. 

Pedoman penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 

2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat beberapa 

proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat 

Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan 

Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan 

Renstra Perangkat Daerah.  

Selain itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Pacitan menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan 

spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada 

tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti 

RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 

dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, 

konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk 

memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah. 
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1.2 Dasar Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten 

Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6987); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(undang-undang yang berkaitan dengan urusan perangkat daerah) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan urusan perangkat daerah) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1538);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Tahun 2025; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang 

Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 
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26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);  

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2025-2029; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan  

Tahun 2025-2029; 

30. Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan; 

31. Peraturan Bupati Nomor 214 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Pacitan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen 

perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah 

dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, 

kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk 

memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, 

misi, serta tujuan pembangunan daerah. 

Adapun tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Pacitan Tahun 2025-2029 antara lain: 
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a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka 

menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas 

pembangunan daerah. 

b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan 

pembangunan. 

c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan. 

d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan 

dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target 

capaian yang jelas. 

e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut: 

1.1 Pendahuluan; 

1.2 Dasar Hukum penyusunan; 

1.3 Maksud dan tujuan; dan 

1.4 Sistematika penulisan. 

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat 

Daerah 

Pada bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu 

strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah antara lain: 

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah; 
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2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah; 

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan; 

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan; 

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan 

2.2.2 Isu Strategis. 

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat 

Daerah, yang terdiri atas: 

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-

2029; 

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 

PD Tahun 2025-2029; dan 

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra PD Tahun 2025-2029. 

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara 

Bidang Urusan 

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja 

penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut: 

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan 

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. 

BAB V Penutup 

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah 

pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan 

pemerintahan daerah. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

1.5 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

1.5.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 214 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, maka Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Pacitan mempunyai tugas sebagai pelaksana kesatuan 

bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di 

atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di 

wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi 

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta 

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di 

wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi 

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri 

dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta 

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di 

wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata 

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik  

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang 

kesatuan bangsa dan politik. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan 

sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di 

wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi 

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan; 
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c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta 

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di 

wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi 

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri 

dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta 

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di 

wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

1.5.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep 

dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, 

pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian 

dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan 

pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud memiliki 

fungsi: 

a. koordinasi dan menyusun program anggaran dan perundang-undangan di 

lingkungan Badan;   

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan 

Badan;   

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; 
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d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di 

lingkungan Badan; 

e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan; 

f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas -tugas Bidang; 

g. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan Badan; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta 

pelaporan; dan  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

1.5.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi 

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi 

mempunyai tugas pokok yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 

sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 

sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayatan kepercayaan; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 

sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayatan kepercayaan;  

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 

sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 
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pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayatan kepercayaan;  

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 

sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayatan kepercayaan; pelaksanaan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan 

sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayatan kepercayaan; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

1.5.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan 

Organisasi Kemasyarakatan  

 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan  mempunyai tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, 

pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 

pemberdayaan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 

sengketa pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pengawasan pendaftaran 

organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing.  Kepala bidang 

politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan 

tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, 

pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan 

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan 

ormas asing;  
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b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, 

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 

ormas dan ormas asing;  

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan 

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;  

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan 

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan  

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

1.5.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional 

dan Penanganan Konflik 

 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik  mempunyai tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 

perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan nasional 

serta penanganan konflik  Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
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Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik;  

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;  

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan. 
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Gambar 0.1 Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pacitan 

Sumber: Peraturan Bupati Pacitan Nomor 214 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Pacitan 

Pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan 

secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan 

sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, 

aset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan 

prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin 

kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka 

diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas 

dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada 

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

1.5.1.6 Kondisi Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Adapun sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan yang 

terdiri dari: 
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Tabel 0.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan 

No Kelompok L P Jumlah 

1 PNS 11 7 18 
2 CPNS - 2 2 

3 PPPK - 2 2 

4 Non ASN 8 4 12 
Jumlah   34 

Sumber: Profil Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025.  

Berdasarkan data tersebut, jumlah pegawai secara keseluruhan 

mencapai 34 orang. Jika dilihat dari posisinya, kelompok PNS mendominasi 

SDM Bakesbangpol Pacitan dengan jumlah sebanyak 18 orang, diikuti oleh 

Non ASN sebanyak 12 orang. Komposisi terkecil diisi oleh kelompok CPNS dan 

PPPK yang masing-masing berjumlah 2 orang.  

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat 

pada rincian di bawah ini: 

Tabel 0.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No Tingkat 
Pendidikan 

PNS CPNS PPPK Non PNS 
Jumlah 

L P L P L P L P  
1 SMP Sederajat 0 0     0 0 0 

2 SMA Sederajat 3 0     3 0 6 

3 D3 1 0     0 1 2 

4 S1 4 5 0 2 0 2 5 3 21 
5 S2 3 2     0 0 5 

    Jumlah 34 

Sumber: Profil Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025.  

Berdasarkan data tingkat pendidikan pegawai, total keseluruhan 

berjumlah 34 orang. Dari jumlah tersebut, tidak ada pegawai dengan 

pendidikan SMP sederajat. Pada tingkat SMA sederajat, terdapat 6 pegawai, 

terdiri dari 3 PNS laki-laki dan 3 Non PNS laki-laki. Untuk tingkat D3,  terdapat 

2 pegawai, yaitu 1 PNS laki-laki dan 1 Non ASN perempuan. Pegawai dengan 

pendidikan S1 merupakan kelompok terbesar dengan 21 orang, terdiri dari 

PNS (4 laki-laki dan 5 perempuan), CPNS (2 perempuan), PPPK (2 

perempuan), serta Non PNS (5 laki-laki dan 3 perempuan). Sementara itu, 

pegawai berpendidikan S2 berjumlah 5 orang, terdiri atas 3 PNS laki-laki dan 

2 PNS perempuan. 
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran yang strategis dalam 

menjaga stabilitas daerah. Pada umumnya tugas Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik mencakup aspek politik, ideologi, serta pembinaan wawasan 

kebangsaan dan ketahanan bangsa. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Pacitan yakni 34 orang. Dari peran strategis serta 

tugasnya, maka jumlah pegawai yang dimiliki dapat dikatakan cukup.  Struktur 

organisasi Bakesbangpol Kabupaten Pacitan terdiri dari: 

1. Kepala Badan 

2. Sekretaris 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi 

a. Kelompok Jabatan Fungsional 

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat 

a. Kelompok Jabatan Fungsional 

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

a. Kelompok Jabatan Fungsional 

6. UPT Badan 

Dengan mempertimbangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan yang tergolong tidak terlalu 

besar serta diklasifikasikan dalam kategori organisasi tingkat B, keberadaan 

34 pegawai dinilai telah memadai untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi 

yang diemban oleh lembaga tersebut. 

Jumlah personel yang ada mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan 

sumber daya manusia, di mana setiap unit kerja mampu melaksanakan peran 

strategisnya secara optimal meskipun dengan formasi yang terbatas. Hal ini 

menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah menerapkan prinsip organisasi 

ramping (lean organization) yang menekankan efektivitas, produktivitas, serta 

pembagian kerja yang proporsional. 

Namun demikian, tantangan ke depan seperti meningkatnya dinamika 

sosial-politik, kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan, hingga 

penanganan potensi konflik yang kompleks, menuntut adanya penguatan 
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kapasitas pegawai baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun 

pengembangan kompetensi teknis dan manajerial. Oleh karena itu, meskipun 

kuantitas pegawai saat ini sudah mencukupi secara struktural, aspek kualitas 

dan adaptabilitas aparatur menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja 

organisasi tetap optimal. 

1.5.1.7 Kondisi Sarana Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai peralatan pendukung tugas fungsi 

organisasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 0.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana 

No Jenis Sarana dan Prasarana 
Kondisi 

Jumlah 
Baik Rusak 

1 Tanah Bangunan Kantor 
Pemerintah 

1  1 

2 Tanah Bangunan Pos 
Jaga/Menara Jaga 

1  1 

3 Mini Bus 1  1 

4 Sepeda Motor 11  11 

5 Mesin Ketik Manual Portable 
(11-13 Inci) 

   

6 Filing Cabinet Besi 1  1 

7 Lemari Kaca 1  1 

8 Lemari Makan 1  1 
9 White Board 1  1 

10 Mesin Absensi 1  1 

11 LCD Projector/Infocus 3  3 

12 Meja Kerja Kayu 1  1 

13 Kursi Kayu 1  1 

14 Meja Rapat 2  2 

15 Meja Resepsionis 1  1 

16 Meja 1/2 Biro 1  1 

17 Kursi Tamu 3  3 

18 Meja Komputer 2  2 

19 Sofa 1  1 

20 Lemari Es 1  1 

21 AC Split 7  7 

22 Portable Air Conditioner 1  1 

23 Kompor Gas 1  1 

24 Tabung Gas 1  1 

25 Rak Piring Alumunium 1  1 

26 Mixer 12  12 

27 Televisi 2  2 
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No Jenis Sarana dan Prasarana 
Kondisi 

Jumlah 
Baik Rusak 

28 Amplifier 1  1 

29 Loudspeaker 1  1 

30 Microphone Floor Stand 1  1 

31 Dispenser 2  2 

32 Meja Kerja Pejabat 3  3 

33 Meja Tamu Biasa 2  2 

34 Kursi Kerja Pejabat 2  2 

35 Lemari Buku Arsip 10  10 

36 Audio Amplifier 1  1 

37 Compact Disc Player 1  1 

38 Microphone/Wireless MIC 1  1 

39 Camera Digital 4  4 

40 Handy Talky (HT) 1  1 

41 Facsimile 1  1 

42 Wireless Amplifier 1  1 

43 Unit Antena Transceiver LF 
Transportable 

1  1 

44 Unit Tape Recorder 1  1 

45 Mini Komputer 1  1 

46 P.C Unit 1  1 

47 Laptop 10  10 

48 Note Book 7  7 

49 Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

9  9 

50 Bangunan Gedung Kantor 
Permanen 

1  1 

Sumber: Profil Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025. 

Berdasarkan data inventaris, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan memiliki berbagai jenis sarana dan 

prasarana penunjang kerja yang sebagian besar dalam kondisi baik. Dari total 

50 jenis barang atau fasilitas yang tercatat, mayoritas sarana dan prasarana 

yang tersedia masih dalam kondisi layak pakai tanpa ada laporan kerusakan. 

Beberapa fasilitas penting yang mendukung kegiatan operasional seperti 

tanah dan bangunan kantor, pos jaga, kendaraan operasional berupa mini bus 

dan sepeda motor, serta perangkat teknologi informasi seperti laptop (10 

unit), notebook (7 unit), printer (9 unit), dan personal komputer (PC) 

semuanya tercatat dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal. 

Selain itu, fasilitas pendukung kegiatan kantor seperti meja kerja, meja rapat, 

meja komputer, kursi kerja pejabat, lemari arsip (10 unit) serta perangkat 
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presentasi seperti LCD projector/infocus (3 unit) juga tersedia dalam jumlah 

yang cukup memadai dan berfungsi dengan baik. 

Secara keseluruhan, ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang 

dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Pacitan mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi. Keberadaan fasilitas ini mencerminkan pengelolaan aset 

yang cukup baik, meskipun perlu dilakukan pemeliharaan berkala dan 

pengkinian data untuk memastikan seluruh aset tetap dalam kondisi siap 

pakai serta relevan dengan kebutuhan kerja yang terus berkembang. 

1.5.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

1.5.2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik yang diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, maka Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelaksana teknis pembinaan kesatuan 

bangsa dan politik di daerah. Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 0.4  Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

No Indikator 
Target 
NSPK IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Tahun 

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
                   

1 
Nilai Hasil 
Survei IKM 

 
 100% Baik - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 

2 
Nilai Evaluasi 
SAKIP PD 

 
 >B >B - - - 74,90 75,41 - - - BB BB - - - 

3 
Hasil Nilai 
IKM PD 

 
 - - >B 86,35 88,15 - - >B 88,69 89,51 - - >B 102% 

101,5 
% 

4 

Persentase 
Kelompok 
Masarakat 
yang 
mendapatkan 
Pembinaan 
tentang 
Wawasan 
Kebangasaan 

 

 - - 100 12,5 13,1 - - 100 12,5 13,1 - - 100 100% 100% 

5 

Persentase  
Potensi 
Konflik yang 
dapat di 
cegah 

 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 

6 

Persentase 
tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
berpolitik 

 

 67,5 72,5 - - - 67,42 0 - - - 99,8 0 - - - 

Persentase 
Masyarakat 
yang 
mendapatkan 

 

 - - 12,7 15,4 19,1 - - 14,6 15,4 21 - - 115 100% 109% 
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 Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 

 

Pembinaan 
Dalam 
Bidang 
Politik 

7 

Persentase 
Ormas yang 
mendapat 
Predikat Baik 

 

 42 43 28,4 30,7 32,9 0 43 32,6 32,6 35,7 0 100 114 106% 116% 
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Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa temuan penting 

yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam beberapa pelayanan, serta 

keberhasilan yang dicapai pada sektor lainnya. Pertama, dalam pelayanan 

yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam wawasan 

kebangsaan, capaian indikator menunjukkan realisasi 100%, baik pada tahun 

2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa target untuk pelayanan ini 

telah tercapai dengan optimal, yang menunjukkan faktor keberhasilan seperti 

pelaksanaan program yang konsisten dan dukungan penuh dari masyarakat 

dalam kegiatan pembinaan. 

Namun, pada beberapa aspek lainnya, seperti peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam politik, capaian yang diperoleh masih belum sepenuhnya 

optimal. Pada tahun 2020, realisasi indikator persentase tingkat partisipasi 

masyarakat dalam berpolitik tercatat mencapai 67,42 persen. Hasil tersebut 

melampaui target sebesar 67,5 persen yang telah ditetapkan. Artinya, rasio 

capaian indikator di tahun tersebut mencapai 99,8 persen. Meskipun terkesan 

tinggi, namun mulai dari tahun 2021-2024 belum tercatat realisasi capaian 

lainnya. Keterbatasan dalam mencapai target ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor eksternal seperti apatisme politik yang masih cukup tinggi di beberapa 

segmen masyarakat, atau keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan 

program partisipasi politik secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten 

Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan, upaya 

peningkatan partisipasi politik masih perlu diperkuat, baik dalam hal 

penyuluhan maupun pemberdayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam 

proses politik. 

Selain itu, indikator persentase ormas yang mendapat predikat baik, 

realisasi capaiannya pada tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dari 32,6 menjadi 35,7. Peningkatan tersebut menghasilkan rasio 

capaian yang sangat baik, yakni 106 persen dan 116 persen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas dan prestasi 

lembaga kemasyarakatan sudah cukup efektif. Faktor-faktor yang mendukung 

keberhasilan ini antara lain adalah pemberian predikat yang lebih banyak 
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kepada organisasi masyarakat (Ormas) yang berprestasi dan adanya 

peningkatan dukungan pemerintah terhadap kegiatan Ormas. 

Beberapa pelayanan seperti peningkatan kinerja pelayanan daerah yang 

optimal dan pelaksanaan evaluasi SAKIP, meskipun tercatat baik, masih 

menunjukkan adanya fluktuasi dan belum sepenuhnya stabil. Hal ini terlihat 

dari nilai predikat yang masih berada di kategori BB dengan capaian yang 

beragam pada tiap tahunnya, yang menandakan bahwa ada faktor-faktor 

penghambat yang mempengaruhi konsistensi kualitas kinerja pelayanan, 

seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih atau masalah dalam 

koordinasi antar instansi. 

Secara keseluruhan, meskipun Bakesbangpol Kabupaten Pacitan telah 

mencapai beberapa target penting, masih terdapat tantangan dalam mencapai 

keselarasan antara target dan capaian di beberapa area. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi termasuk kapasitas implementasi program, dukungan 

masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang perlu lebih dioptimalkan 

agar seluruh target pelayanan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.  

 

 

 

Grafik 0.1 Realisasi Nilai Hasil Survei IKM Bakesbangpol Kabupaten 

Pacitan (Persen) 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 
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Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang 

dilakukan terhadap pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan, diperoleh nilai sebesar 100% pada 

tahun 2020 dan 100% pada tahun 2021. Nilai ini mencerminkan bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh Bakesbangpol Pacitan dalam dua tahun 

berturut-turut dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat dan pengguna 

layanan. 

 

Grafik 0.2 Realisasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 

Bakesbangpol Kabupaten Pacitan 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 

instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

berorientasi pada hasil, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi 

yang dilakukan terhadap implementasi SAKIP di lingkungan perangkat daerah 

Kabupaten Pacitan, diperoleh nilai sebesar 74,90 pada tahun 2020 dan 

mengalami peningkatan menjadi 75,41 pada tahun 2021. 
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Grafik 0.3 Realisasi Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat 

Daerah Baskesbangpol Kabupaten Pacitan 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur untuk menilai 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh 

instansi pemerintah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 

pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten 

Pacitan, diperoleh nilai IKM sebesar 88,69 pada tahun 2023, dan mengalami 

peningkatan menjadi 89,51 pada tahun 2024. 

Peningkatan nilai IKM ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan 

publik di lingkungan Bakesbangpol terus menunjukkan perbaikan dari tahun 

ke tahun. Nilai tersebut termasuk dalam kategori “Baik”, yang menunjukkan 

bahwa mayoritas masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan, 

baik dari aspek prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi petugas, 

hingga sarana dan prasarana pendukung. 
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Grafik 0.4 Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan berhasil mencatatkan capaian yang 

sangat positif dalam upaya pencegahan potensi konflik di daerah. Selama lima 

tahun berturut-turut, 100% potensi konflik yang teridentifikasi berhasil 

dicegah dengan baik. Capaian ini mencerminkan efektivitas kerja 

Bakesbangpol dalam melakukan deteksi dini, mediasi, serta koordinasi lintas 

sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah. Keberhasilan 

tersebut juga menunjukkan tingginya sinergi antara pemerintah daerah, 

aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat sipil dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis. Konsistensi capaian ini 

menjadi indikator penting atas komitmen Kabupaten Pacitan dalam menjaga 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan pencegahan 

konflik yang terstruktur dan responsif. 
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Grafik 0.5 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik di Kabupaten Pacitan 

yang tercatat oleh Bakesbangpol menunjukkan perubahan drastis dalam dua 

tahun awal dekade ini. Pada tahun 2020, persentase partisipasi masyarakat 

dalam aktivitas politik mencapai 67,42%, mencerminkan antusiasme warga 

dalam berperan aktif dalam kehidupan politik, baik melalui pemilu, kegiatan 

organisasi, maupun forum-forum politik lainnya. Namun, pada tahun 2021, 

angka partisipasi tersebut tercatat sebesar 0%, menandakan tidak adanya 

data atau kegiatan yang teridentifikasi dalam kerangka pengukuran 

partisipasi politik pada tahun tersebut. Penurunan drastis ini dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembatasan kegiatan akibat pandemi 

COVID-19, keterbatasan pelaporan, atau belum optimalnya pelaksanaan 

program yang mendorong partisipasi masyarakat. 
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Grafik 0.6 Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan 

Dalam Bidang Politik 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 

Persentase masyarakat Kabupaten Pacitan yang mendapatkan 

pembinaan dalam bidang politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Bakesbangpol) menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. 

Pada tahun 2022, tercatat 14,6% masyarakat telah mengikuti kegiatan 

pembinaan politik. Angka ini meningkat menjadi 15,4% pada tahun 2023, 

menandakan adanya langkah berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan 

partisipasi politik masyarakat. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 

tahun 2024, dengan persentase masyarakat yang mendapat pembinaan 

mencapai 21%. Capaian ini mencerminkan komitmen Bakesbangpol 

Kabupaten Pacitan dalam memperluas jangkauan edukasi politik kepada 

masyarakat, sebagai bagian dari upaya menciptakan warga negara yang lebih 

sadar politik, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan 

demokrasi. 
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Grafik 0.7 Persentase Ormas yang mendapat Predikat Baik 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase organisasi 

kemasyarakatan (Ormas) yang mendapatkan predikat "Baik" dari Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan menunjukkan 

dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, belum terdapat satu pun 

Ormas yang memperoleh predikat tersebut, tercatat 0%. Namun, pada tahun 

2021 terjadi lonjakan yang cukup tajam, dengan 43% Ormas dinilai 

berkualifikasi baik. 

Setahun kemudian, pada 2022, terjadi penurunan menjadi 32,6%, dan 

angka ini stagnan hingga tahun 2023. Memasuki tahun 2024, terjadi sedikit 

peningkatan menjadi 35,7%. Meskipun belum kembali menyamai capaian 

tahun 2021, tren ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang 

berkelanjutan dalam pembinaan dan penguatan kapasitas Ormas di 

Kabupaten Pacitan. 

1.5.2.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran 

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai 

efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian 

sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran 

dan output yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja 

perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun 

kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar 
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dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat 

sasaran di periode berikutnya. 
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Tabel 0.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

Sumber: LAKIP Bakesbangpol Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian 
Anggaran (Rp) Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggararan Tahun  Rata-Rata Pertumbuhan 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Anggaran Realisasi 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Meningkatkan 
Pelayanan 
Perangkat 
Daerah (PD) 

675.40
7.500 

2.329.530
.980 

- - - 
664.731.
157,74 

2.229.62
0.471 

- - - 98,42% 95,71% - - - 1.502.469.240 
1.447.175.814

,37 

Terwujudnya 
Pelaksanaan 
Kinerja yang 
Optimal 

1.988.0
00 

12.600.00
0 

2.495.47
0.556 

2.492.99
4.973 

3.396.27
9.608 

1.988.00
0 

12.600.0
00 

2.324.03
9.212 

2.404.468.
450,70 

3.176.089.2
93 

100% 100% 93,13% 96,4% 93,5% 
1.679.866.627,

40 
1.583.836.991

,14 

Meningkatkan 
Kesadaran 
Masyarakat 
dalam 
Berwawasan 
kebangsaan 

- - 
142.441.

800 
671.143.

000 
1.138.00

0.000 
- - 

139.006.
350 

667.764.7
16 

1.134.296.0
80 

- - 98% 99,4% 99,6% 
650.528.266,6

7 
1.941.067.146 

Meningkatkan 
Kewaspadaan 
Dini di 
Masyarakat 

783.75
1.500 

105.565.7
40 

1.229.31
0.000 

2.890.73
6.000 

7.233.62
0.000 

732.282.
516 

97.482.3
00 

1.223.58
3.738 

2.884.847.
632,00 

7.191.01740
6 

93,43% 92,3% 99,5% 99,7% 99,4% 2.488.796.648 
2.425.842.718

,4 

Meningkatkan 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam Politik 

265.66
5.723 

93.395.00
0 

317.350.
000 

20.673.0
00.000 

30.536.7
67.355 

258.643.
223 

93.021.0
00 

313.955.
875 

20.670.74
6.391 

30.532.114.
081 

97,3% 99,5% 98,95% 99,9% 99,9% 
10.377.235.61

5,6 
10.373.696.11

4 

Meningkatnya 
pemberdayaan 
lembaga 
kemasyarakata
n 

15.625.
000 

1.418.812
.355 

1.070.17
0.000 

234.836.
000 

270.000.
000 

15.625.0
00 

1.418.76
0.960 

1.065.92
0.960 

232.894.0
00 

268.244.500 100% 99,9% 99,6% 99% 99,3% 601.888.671 600.289.084 

TOTAL 1.742.
448.5

23 

4.937.6
30.575 

5.511.
438.55

6 

26.962
.709.9

73 

42.574
.666.9

63 

1.673.
280.69

6 

4.727.
890.85

4 

5.319.9
60.735 

26.860.
721.189

,70 

42.301.76
1.360 

96,03% 95,7% 96,5% 99,6% 99,3% 
16.346.778.

918 
16.176.722.

966,94 
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Analisis terhadap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan 

perangkat Bakesbangpol Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya variasi 

anggaran dan realisasi yang mencerminkan dinamika kebutuhan program dan 

kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Beberapa bidang 

mengalami peningkatan anggaran yang signifikan, yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor strategis dan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan 

program-program penting dalam setiap tahunnya. 

Salah satu bidang yang mengalami lonjakan anggaran yang signifikan 

adalah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik. Pada tahun 2023 

dan 2024, terdapat kenaikan anggaran yang sangat besar, yakni pada tahun 

2023 anggaran tercatat sebesar Rp. 20.673.000.000, dan pada tahun 2024 

meningkat menjadi Rp. 30.536.767.355. Peningkatan anggaran yang 

substansial ini dapat dimaknai sebagai respons terhadap kebutuhan 

mendesak dalam rangka menyambut Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 

Tujuan dari peningkatan anggaran ini adalah untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

politik, seperti melalui sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan penguatan 

kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama pemilih pemula. 

Pada program Meningkatkan Kewaspadaan Dini di Masyarakat juga 

mencatatkan kenaikan anggaran yang signifikan pada tahun 2024, dengan 

anggaran tercatat sebesar Rp. 7.233.620.000. Kenaikan anggaran ini 

mencerminkan pentingnya upaya penguatan sistem kewaspadaan dini serta 

mitigasi bencana alam dan ancaman sosial di daerah. Program-program yang 

dibiayai dengan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, sehingga pada tahun 2024, 

rasio realisasi anggaran tercatat sangat baik, yaitu 99,4%. Hal ini 

menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran untuk tujuan yang 

strategis. 

Selain itu, terdapat pula peningkatan anggaran pada program 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Berwawasan Kebangsaan. Pada 

tahun 2024, anggaran untuk bidang ini tercatat sebesar Rp. 1.138.000.000, 

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan 
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anggaran ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat program-program 

yang bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan, mempererat persatuan 

dan kesatuan bangsa, serta membangun rasa cinta tanah air di kalangan 

masyarakat. Dengan realisasi anggaran yang mencapai angka di atas 99%, 

program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan 

anggaran yang dialokasikan secara efisien. 

Pada Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 

meskipun terdapat fluktuasi dalam anggaran setiap tahunnya, tingkat realisasi 

anggaran yang tinggi mencerminkan bahwa anggaran yang tersedia 

dimanfaatkan dengan baik. Anggaran untuk tahun 2021 tercatat sebesar 

Rp1.418.812.355. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan merupakan salah 

satu prioritas dalam upaya memperkuat kapasitas masyarakat dan 

meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Dengan rasio 

realisasi yang mencapai hampir 100% pada setiap tahunnya, program ini 

menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. 

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kenaikan anggaran yang 

signifikan pada beberapa bidang, pendanaan pelayanan perangkat daerah 

Bakesbangpol Kabupaten Pacitan dapat dikatakan telah dikelola dengan baik. 

Kenaikan anggaran ini mencerminkan kebutuhan strategis untuk mendukung 

pelaksanaan program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan ini antara lain 

adalah prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran yang telah terstruktur 

dengan baik, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam 

melaksanakan program, serta progres pelaksanaan kegiatan yang berjalan 

sesuai dengan perencanaan. 

Meskipun realisasi anggaran pada sebagian besar bidang menunjukkan 

angka yang tinggi, dengan sebagian besar rasio realisasi di atas 95%, perlu 

terus dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar 

setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal. 

Penyesuaian anggaran yang terjadi setiap tahun sebaiknya juga didasari pada 

evaluasi yang mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta 
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didukung oleh mekanisme pemantauan yang efektif untuk memastikan 

pencapaian tujuan pembangunan yang optimal. 

1.5.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, 

tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan 

mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, 

pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara 

berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, 

perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam 

menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut 

ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari 

perangkat daerah selama periode perencanaan strategis: 

Tabel 0.6 Kelompok Sasaran Layanan 

No Bidang Jenis Layanan Kelompok Sasaran 
1 Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan, dan 
Ketahanan Ekonomi 

Pendidikan Bela Negara, 
Pembinaan dan 
Penanaman Ideologi 
Pancasila 

Masyarakat umum 
yang tergolong WNI. 

Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba 

Masyarakat umum 
yang tergolong WNI 
maupun WNA. 

Sosialisasi dan Koordinasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Pembauran Kebangsaan. 

Masyarakat umum 
beserta komunitas 
keagamaan. 

Sosialisasi dan Koordinasi 
Pencegahan Terorisme 
dan Radikalisme 

Masyarakat umum 
yang tergolong WNI 
maupun WNA. 

Pembentukan dan 
Pembinaan Paskibraka 

Pelajar SMA/sederajat 
yang tergolong WNI.  

2 Politik Dalam Negeri 
dan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Pembinaan Wawasan 
Berpolitik dan 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Berpolitik 

Masyarakat umum 
tergolong WNI yang 
telah memasuki 
kriteria sebagai 
pengguna hak pilih.  

Pendataan, Pembinaan, 
dan Pemberdayaan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Kelompok organisasi 
kemasyarakatan. 

Pembinaan Partai Politik Pengurus Partai Politik 
tingkat daerah. 
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No Bidang Jenis Layanan Kelompok Sasaran 
3 Kewaspadaan 

Nasional dan 
Penanganan Konflik 

Pendeteksian Dini dan 
Pencegahan Konflik Sosial 

Masyarakat umum. 

Pemantauan Masyarakat, 
Tenaga Kerja, dan 
Organisasi Asing 

Perorangan dan 
lembaga/organisasi 
WNA yang 
tinggal/beroperasi di 
wilayah Kabupaten 
Pacitan. 

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran layanan dari 

Bakesbangpol Kabupaten Pacitan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana 

Strategis (Renstra). Layanan ini terbagi dalam beberapa bidang yang masing-

masing ditujukan untuk memperkuat berbagai aspek dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pada bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan 

Ketahanan Ekonomi, terdapat lima jenis layanan yaitu Pendidikan Bela 

Negara, Pembinaan dan Penanaman Ideologi Pancasila kepada masyarakat 

umum yang meliputi WNI maupun WNA, pencegahan penyalahgunaan 

narkoba, sosialisasi dan koordinasi kerukunan umat beragama yang ditujukan 

untuk masyarakat umum beserta komunitas keagamaan, sosialisasi dan 

koordinasi pencegahan terorisme dan radikalisme, serta pembentukan dan 

pembinaan Paskibraka yang menyasar pelajar SMA/sederajat yang 

merupakan kelompok sasaran WNI.  

Sementara itu, dalam bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan, Bakesbangpol melaksanakan pembinaan wawasan 

berpolitik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik untuk 

masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih, pendataan dan 

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan partai politik 

yang ditujukan kepada pengurus partai politik tingkat daerah.  

Terakhir, dalam bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanggulangan 

Konflik, layanan yang diberikan berfokus pada pendeteksian dini dan 

pencegahan konflik sosial di kalangan masyarakat umum, dengan tujuan 

untuk mengurangi potensi terjadinya ketegangan sosial. Selain itu, terdapat 

pemantauan terhadap masyarakat asing yang tinggal di Kabupaten Pacitan, 

guna memastikan mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan 
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stabilitas nasional. Keseluruhan layanan ini bertujuan untuk mendukung 

terciptanya ketahanan sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Pacitan 

melalui berbagai program yang menyasar kelompok sasaran yang sesuai. 

1.5.4 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada 

masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan 

dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik 

yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur 

pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-

masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan 

kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra 

menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di 

daerah. 

Tabel 0.7 Mitra Perangkat Daerah 

No Mitra PD Jenis Layanan Dukungan Kinerja 
1 Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Pacitan 
Pembinaan masyarakat, 
penguatan kewaspadaan 
daerah dan pencegahan 
terjadinya konflik sosial. 

Penegakkan hukum  

2 Kepolisian Resor 
Pacitan 

Pembinaan masyarakat, 
penguatan kewaspadaan 
daerah dan pencegahan 
terjadinya konflik sosial. 

Sosialisasi 
kewaspadaan dini, 
dukungan intelijen, 
patroli siaga, 
pengerahan 
Bhabinkamtibmas, dan 
penegakkan hukum. 

3 Komando Distrik 
Militer 0810/Pacitan 

Pembinaan masyarakat, 
penguatan kewaspadaan 
daerah dan pencegahan 
terjadinya konflik sosial. 

Sosialisasi dan 
penindakan 
kewaspadaan dini 
serta pengerahan 
Babinsa. 

4 Pangkalan TNI AL 
Pacitan 

Pembinaan masyarakat, 
penguatan kewaspadaan 
daerah dan pencegahan 
terjadinya konflik sosial. 

Penguatan dan 
koordinasi 
kewaspadaan dini. 

5 Partai Politik Penerima 
Bantuan Politik 
(Banpol) 

Pembinaan Wawasan 
Berpolitik dan 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Berpolitik. 

Pengaderan politik, 
sosialisasi wawasan 
politik, penjaringan 
pemilih pemula. 
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No Mitra PD Jenis Layanan Dukungan Kinerja 
6 Lembaga Swadaya 

Masyarakat/Organisasi 
Masyarakat yang 
terdata maupun 
penerima hibah 

Pembinaan, dan 
Pemberdayaan Organisasi 
Kemasyarakatan. 

Pelibatan organisasi 
kemasyarakatan 
dalam agenda 
perencanaan 
pembangunan (FGD, 
Musrenbang, 
bimbingan teknis, 
dsb). 

7 Forum Kerukunan 
Umat Beragama 
(FKUB) 

Penguatan kerukunan 
umat beragama. 

Sosialisasi penguatan 
toleransi dan 
koordinator 
komunitas/lembaga 
keagamaan di daerah. 

8 Forum Pembauran 
Kebangsaan (FPK) 

Penguatan wawasan dan 
pembauran kebangsaan. 

Penyerap aspirasi 
masyarakat terkait isu 
pembauran 
kebangsaan, sosialisasi 
kebijakan terkait 
pembauran 
kebangsaan, dan 
pemberi rekomendasi 
kepada pemerintah 
untuk memperkuat 
pembauran 
kebangsaan di daerah.  

9 Tim Pencegahan, 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan, dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. 

Sosialisasi pencegahan 
narkoba di 
masyarakat, 
pengimplementasian 
P4GN di tingkat daerah 
serta 
mengkoordinasikan 
tindakan P4GN dengan 
berbagai pemangku 
kepentingan.  

10 Jejaring Pancamandala Penguatan nilai-nilai 
Pancasila di tengah 
masyarakat. 

Sosialisasi penguatan 
ideologi Pancasila dan 
membangun 
koordinasi antar 
jejaring untuk 
membumikan nilai-
nilai kepancasilaan.  

11 Pusat Pendidikan 
Wawasan Kebangsaan 
(PPWK) 

Penguatan wawasan dan 
pembauran kebangsaan. 

Fasilitator pendidikan 
wawasan kebangsaan 
di Kabupaten Pacitan. 

12 Pengawasan Aliran 
Kepercayaan 
Masyarakat (PAKEM) 

Pendataan dan 
pembinaan kepada 
masyarakat yang 
menganut aliran 
kepercayaan. 

Sosialisasi kerukunan 
masyarakat yang 
menganut aliran 
kepercayaan.  
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1.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

1.6.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan di tengah upaya menjalankan tugas dan 

fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun pemetaan permasalahan 

pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 0.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik 

No Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah     

 
1 

Masih adanya potensi 
gangguan keamanan 
dan ketertiban 
masyarakat 
(Kamtibmas). 

Belum optimalnya 
penanganan terhadap 
potensi gangguan 
Kamtibmas akibat 
situasi ekonomi yang 
tidak stabil. 

Kurangnya 
pemahaman dan 
kesadaran masyarakat 
tentang hak dan 
kewajiban untuk 
menjaga keamanan dan 
ketertiban. 
Masih adanya 
kesenjangan ekonomi 
pada masyarakat. 

Banyaknya WNA/TKA 
masuk ke Pacitan tanpa 
adanya laporan (oleh 
pendamping maupun 
pembawa masuk ke 
Pacitan). 

SOP dan pendataan 
TKA di Pacitan belum 
optimal. 

2 
Angka prevalensi 
penyalahgunaan 
narkoba meningkat. 

Pengguna narkoba di 
kalangan generasi muda 
meningkat. 

Kurangnya edukasi dan 
sosialisasi masyarakat 
luas; kurangnya 
relawan anti narkoba. 

3 
Nilai-nilai Pancasila di 
masyarakat memudar. 

Lunturnya nilai-nilai 
Pancasila di tengah 
masyarakat 

Semakin berkurangnya 
wahana pembelajaran 
tentang Pancasila.  

Penerapan moderasi 
beragama yang belum 
optimal. 

Minimnya 
pemahaman/sosialisasi 
moderasi beragama. 

4 
Rendahnya kualitas 
demokrasi. 

Kualitas parpol yang 
belum maksimal. 

Pendidikan politik 
secara formal, non 
formal dan informal 
mengenai pentingnya 
demokrasi belum 
optimal. 

Tingkat partisipasi 
masyarakat dalam 
pemilu rendah. 
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5 

Minimnya dampak dan 
peran organisasi 
masyarakat dalam 
pembangunan. 

Tata kelola organisasi 
kemasyarakatan belum 
optimal. 

SOP dan peraturan 
tentang ormas belum 
efektif dan efisien. 
Monitoring dan 
evaluasi pemerintah 
terhadap ormas tidak 
optimal. 

 

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa isu pokok yang 

mempengaruhi kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh instansi ini. 

Permasalahan pertama adalah masih adanya potensi gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini disebabkan oleh belum 

optimalnya penanganan terhadap potensi gangguan Kamtibmas yang 

dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang tidak stabil, serta kurangnya 

pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya 

dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kesenjangan ekonomi pada 

masyarakat juga berkontribusi terhadap meningkatnya potensi gangguan 

Kamtibmas ini. 

Permasalahan kedua terkait dengan meningkatnya angka prevalensi 

penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Penyebabnya 

antara lain adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang memadai mengenai 

bahaya narkoba, serta kurangnya peran relawan anti narkoba di masyarakat. 

Permasalahan ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan 

yang aman dan sehat. 

Ketiga, masalah terkait dengan memudarnya nilai-nilai Pancasila di 

tengah masyarakat, yang dapat dilihat dari semakin berkurangnya wahana 

pembelajaran tentang Pancasila. Hal ini diperburuk oleh penerapan moderasi 

beragama yang belum optimal, serta minimnya pemahaman dan sosialisasi 

mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, rendahnya kualitas demokrasi di Kabupaten Pacitan menjadi 

masalah lain yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Ditambah 

dengan kualitas partai politik yang belum maksimal, serta pendidikan politik 

yang belum optimal, baik secara formal, non-formal, maupun informal, turut 

menyumbang pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini 
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turut diperparah oleh kurangnya dampak dan peran organisasi masyarakat 

dalam pembangunan. Kondisi ini disebabkan oleh tata kelola organisasi 

kemasyarakatan yang belum optimal, serta inefektivitas dan inefisiensi SOP 

dan peraturan tentang organisasi masyarakat (ormas). Monitoring dan 

evaluasi terhadap ormas yang dilakukan pemerintah juga belum berjalan 

dengan baik, mengakibatkan rendahnya kontribusi ormas terhadap 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka permasalahan yang 

dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan adalah: 

1. Potensi gangguan kamtibmas akibat situasi ekonomi yang tidak stabil dan 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam 

menjaga keamanan; 

2. Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan 

generasi muda, disebabkan oleh kurangnya edukasi dan peran relawan 

anti narkoba; 

3. Memudarnya nilai-nilai Pancasila dan penerapan moderasi beragama yang 

belum optimal, serta minimnya wahana pembelajaran tentang Pancasila; 

4. Rendahnya kualitas demokrasi di Kabupaten Pacitan, terkait dengan 

kualitas parpol yang belum maksimal dan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pemilu; 

5. Minimnya peran dan dampak organisasi masyarakat dalam pembangunan 

daerah, karena tata kelola ormas yang belum optimal dan kurangnya 

pengawasan serta evaluasi pemerintah terhadap ormas. 

1.6.2 Isu Strategis 

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, 

perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan 

perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari 

dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan 

nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi 

dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta 

pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan 

lingkungan strategis.  
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2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga  

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga 

dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan 

antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan 

dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan 

yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah 

dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, 

sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi 

kebijakan di tingkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan 

dengan Kementerian Dalam Negeri. Telaah terhadap Renstra Kementerian 

Dalam Negeri sebagai berikut: 

Tabel 0.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan 

Sasaran K/L 

Sasaran 
Renstra K/L 

Permasalahan Perangkat Daerah 
terkait Sasaran Renstra K/L 

Faktor 
Pendukung Penghambat     

    
    
    
    
    

Sumber:.. 

Narasi Analisis....... 

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi 

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan 

untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran 

pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah 

provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan 

yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintas 

wilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target 

pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat 

daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas 

pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antar level 

pemerintahan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan Renstra 
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur yang telaahannya 

berikut: 

Tabel 0.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan 

Sasaran Provinsi 

Sasaran 
Renstra 
Provinsi 

Permasalahan 
Perangkat 

Daerah terkait 
Sasaran Renstra 

Provinsi 

Faktor 

Pendukung Penghambat 

    

Meningkatnya 
antisipasi dan 
respons 
terhadap 
konflik sosial di 
masyarakat 
Jawa Timur 

Potensi 
gangguan 
Kamtibmas 
akibat situasi 
ekonomi yang 
tidak stabil dan 
kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
tentang hak dan 
kewajiban dalam 
menjaga 
keamanan. 

Telah 
dibentuknya 
Satgas khusus 
penanganan 
gangguan 
Kamtibmas di 
wilayah 
Kabupaten 
Pacitan. 

Posisi Kabupaten 
Pacitan sebagai 
salah satu 
“gerbang masuk” 
Provinsi Jawa 
Timur 
memperlebar 
potensi keluar-
masuknya 
gangguan 
Kamtibmas yang 
berasal dari 
banyak daerah di 
sekitaran 
Kabupaten 
Pacitan.  

Meningkatnya 
angka 
penyalahgunaan 
narkoba, 
terutama di 
kalangan 
generasi muda, 
disebabkan oleh 
kurangnya 
edukasi dan 
peran relawan 
anti narkoba 

Telah 
dibentuknya 
koordinasi 
strategis lintas 
sektor dalam 
upaya 
pencegahan 
penyalahgunaan 
narkoba. 

Kurangnya 
sinkronisasi data 
pelaku 
penyalahgunaan 
narkoba sehingga 
menyulitkan 
pemetaan orang 
yang perlu 
direhabilitasi.  

Menguatnya 
kualitas 
infrastruktur 
politik Jawa 
Timur 

Rendahnya 
kualitas 
demokrasi di 
Kabupaten 
Pacitan, terkait 
dengan kualitas 
parpol yang 
belum maksimal 

Telah memiliki 
banyak partai 
politik dan 
organisasi 
kemasyarakatan 
aktif. 

Rendahnya 
kualitas dan 
peran partai 
politik dan 
organisasi 
kemasyarakatan 
dalam 
meningkatkan 
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Sasaran 
Renstra 
Provinsi 

Permasalahan 
Perangkat 

Daerah terkait 
Sasaran Renstra 

Provinsi 

Faktor 

Pendukung Penghambat 

dan rendahnya 
partisipasi 
masyarakat 
dalam pemilu 

budaya 
demokrasi di 
tengah 
masyarakat.  

 

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tidak memiliki 

korelasi dalam hal telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan tidak memiliki 

korelasi dalam hal telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).   
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Tabel 0.11 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis 

Potensi Daerah yang 
Menjadi 

Kewenangan PD 
Permasalahan PD 

Isu KLHS 
yang 

Relevan 
dengan PD 

Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD 

Isu Strategis PD 
Global Nasional Regional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Latar belakang 
demografi penduduk 
Kabupaten Pacitan 
yang  beraneka ragam 
serta posisinya yang 
strategis di Provinsi 
Jawa Timur 
memerlukan 
pengelolaan 
masyarakat dengan 
pendekatan 
penguatan karakter, 
wawasan kebangsaan, 
serta mendukung 
pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten 
Pacitan.  

Potensi gangguan 
Kamtibmas akibat 
situasi ekonomi 
yang tidak stabil 
dan kurangnya 
kesadaran 
masyarakat tentang 
hak dan kewajiban 
dalam menjaga 
keamanan. 

- Ketidakpastian 
ekonomi dan 
geopolitik 
global yang 
diakibatkan 
oleh konflik 
regional dan  
internasional. 

Penguatan nilai-
nilai kebangsaan, 
penanggulangan 
terorisme, dan 
pencegahan 
disintegrasi 
bangsa dengan 
meningkatkan 
koordinasi lintas 
sektor.  

Tingginya 
kerawanan 
konflik sosial di 
Pulau Jawa 
akibat 
tingginya 
ketimpangan 
perekonomian 
dan 
beragamnya 
latar belakang 
masyarakat.  

Peningkatan 
deteksi dini sebagai 
upaya penguatan 
ketahanan daerah 
dalam menghadapi 
potensi konflik 
sosial,  ancaman 
disintegrasi, dan 
keamanan daerah.  

Meningkatnya 
angka 
penyalahgunaan 
narkoba, terutama 
di kalangan 
generasi muda, 
disebabkan oleh 
kurangnya edukasi 

- Masih 
maraknya 
jaringan 
perdagangan 
narkoba 
internasional 
yang 
mengancam 
keutuhan 
nasional 

Penguatan 
supremasi 
hukum, 
keamanan 
nasional, dan 
pembangunan 
demokrasi 
substansial. 

Tingginya 
angka 
urbanisasi 
penduduk yang 
memungkinkan 
terjadinya 
pergesekan 
sosial, agama, 
dan budaya.  

Penguatan 
wawasan 
kebangsaan, 
pembauran 
kebangsaan, 
moderasi 
beragama, dan 
penanaman nilai-
nilai Pancasila.  
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dan peran relawan 
anti narkoba. 

negara-negara 
yang ada di 
dunia.  

Memudarnya nilai-
nilai Pancasila dan 
penerapan 
moderasi beragama 
yang belum optimal, 
serta minimnya 
wahana 
pembelajaran 
tentang Pancasila. 

- Pesatnya 
perkembangan 
teknologi yang 
mempermudah 
akulturasi 
budaya antar-
negara, 
mengancam 
ketahanan 
moral dan nilai-
nilai 
kebangsaan.  

Penguatan 
ketahanan 
masyarakat 
dengan 
mencegah 
penyalahgunaan 
narkoba yang 
merusak generasi 
bangsa.  

Perpindahan 
ibu kota negara 
di Kalimantan 
Timur yang 
meningkatkan 
potensi Jawa 
Timur sebagai 
wilayah 
penyangga 
perekonomian 
dan geopolitik 
nasional.  

Penguatan budaya 
demokrasi melalui 
optimalisasi peran 
kelembagaan 
masyarakat untuk 
meningkatkan 
partisipasi publik 
dalam 
pembangunan 
daerah.  

Rendahnya kualitas 
demokrasi di 
Kabupaten Pacitan, 
terkait dengan 
kualitas parpol yang 
belum maksimal 
dan rendahnya 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pemilu. 

-  Peningkatan 
kemaslahatan 
masyarakat 
dengan 
penguatan 
kerukunan umat 
beragama.  

  

Minimnya peran 
dan dampak 
organisasi 
masyarakat dalam 

-     
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pembangunan 
daerah, karena tata 
kelola ormas yang 
belum optimal dan 
kurangnya 
pengawasan serta 
evaluasi pemerintah 
terhadap ormas. 
 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. 
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Berdasarkan analisis potensi daerah yang menjadi kewenangan 

perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan 

dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka 

isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan meliputi: 

a. Peningkatan deteksi dini sebagai upaya penguatan ketahanan daerah 

dalam menghadapi potensi konflik sosial,  ancaman disintegrasi, dan 

keamanan daerah. 

b. Penguatan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, moderasi 

beragama, dan penanaman nilai-nilai Pancasila. 

c. Penguatan budaya demokrasi melalui optimalisasi peran kelembagaan 

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan 

daerah. 
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2 BAB III  

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu 

instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi 

dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran 

dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang 

menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode 

rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus 

selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun 

berdasarkan visi dan misi kepala daerah. 

Visi dan misi Kabupaten Pacitan mencerminkan visi dan misi pasangan 

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pacitan 

yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, yaitu: 

“ PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA” 

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir 

tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan. 

Sedangkan Misi Kabupaten Pacitan dalam mendukung visi tersebut antara 

lain: 

• Misi 1. Pemberantasan Kemiskinan 

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas 

pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari 

belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia 

semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin 

akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib 

bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, 

mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.  
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• Misi 2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang 

berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini 

difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan 

serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, 

fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi 

bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas 

dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.  

• Misi 3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan 

Ekonomi 

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Pacitan. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan 

adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin 

penduduk (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan 

jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas 

keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan. Pengurangan 

kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola 

pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat 

memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan. Mengingat 

peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif 

perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang 

terarah, jelas, dan tepat. Optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris dan 

sektor lainnya wajib untuk diprioritaskan. 

• Misi 4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani 

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang 

agile (lincah) yang dinamis mengikuti dinamika regulasi yang ada, 

profesional, terbuka, inovatif dan melayani masyarakat. Keberhasilan 

proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Proses 

perencanaan hingga pelaksanaan harus selaras dan sesuai dengan 
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kebutuhan masyarakat. Selain itu birokrasi sebagai pelayanan masyarakat 

harus memberikan pelayanan yang terbaik baik pada pemenuhan 

kebutuhan masyarakat serta transparan atas regulasi dan kebijakan yang 

dilaksanakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

inovasi juga mengharuskan para pegawai ASN untuk menyesuaikan dan 

mengembangkan diri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat. Pada saat ini kualitas birokrasi Kabupaten Pacitan 

perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era Revolusi Industri 

4.0.  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan memiliki 

keterkaitan dengan Misi ke 2 yang tertuang pada RPJMD Kabupaten 

Pacitan Tahun 2025-2029, yakni Membangun Masyarakat Yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing. Sebagai turunannya, misi ini memiliki 

tujuan yakni “Terciptanya Masyarakat Yang Berkualitas, Unggul, dan 

Berkarakter” dengan salah satu sasaran yang berkaitan yakni “Kohesi 

Sosial Masyarakat Meningkat”.  Dalam sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Pacitan berperan sebagai pelaksana urusan 

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.  
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Tabel 2.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

NSPK DAN 
SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

 Target Tahun 

KET 
Kinerja 

Awal 
(2024) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) 

NSPK:  
Menjalankan tugas 
dan fungsi sebagai 
unsur penunjang 
urusan 
pemerintahan di 
bidang kesatuan 
bangsa dan politik. 
 
Sasaran RPJMD: 
Kohesi Sosial 
Masyarakat 
Meningkat  

Menurunnya konflik 
sosial dan 
meningkatnya 
stabilitas politik di 
daerah 
  
  
  
  
  
  
  
  

  Angka partisipasi 
masyarakat dalam 
pemilu 

  0% 0%  0%  0%  80%  0%    

 
Persentase 
penurunan angka 
konflik 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%   

Meningkatnya 
pengetahuan 
tentang nilai-nilai 
demokrasi di 
masyarakat 

Prosentase elemen 
masyarakat yang 
mendapatkan 
Pendidikan Politik 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Meningkatnya 
wawasan 
kebangsaan dan 
sosial budaya 

Prosentase 
masyarakat yang 
mendapatkan 
pembinaan wawasan 
kebangsaan dan 
sosial budaya 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Meningkatnya 
kewaspadaan dini 
di masyarakat 

Persentase potensi 
konflik yang 
tertangani  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Terwujudnya 
kinerja pelayanan 
perangkat daerah 
yang optimal 

Nilai IKM Perangkat 
Daerah  

88,15  90 91  92 93  94  95    

Sumber: 
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Sumber: Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025.  

 

Gambar 2.1 Logical Framework Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 
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Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberdayaan 
dan 

Pengawasan 
Organisasi 

Kemasyarakata
n 

Indikator :  
Persentase 

Ormas yang 

berpredikat baik 

(%)  

 

Meningkatnya pengetahuan tentang 
nilai-nilai demokrasi di masyarakat 

 Indikator : 
Prosentase elemen masyarakat yang 

mendapatkan Pendidikan Politik 

 

Meningkatnya kewaspadaan 
dini di masyarakat 

Indikator : 
Persentase potensi konflik yang 

tertangani  

 

Penguatan 
Ideologi 

Pancasila dan 
Karakter 

Kebangsaan 
Indikator :  
Persentase 

pelajar yang 

mendapatkan 

pembinaan 

wawasan 

kebangsaan 

(%)  

 

Menurunnya konflik sosial dan meningkatnya stabilitas politik di daerah  

Indikator : 

1) Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu  
2) Prosentase Penurunan Angka Konflik 

 

Meningkatnya wawasan 
kebangsaan dan sosial budaya 

Indikator : 
Prosentase masyarakat yang 

mendapatkan pembinaan wawasan 
kebangsaan dan sosial budaya  

 

Pembinaan dan 
pengembangan 

Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

Indikator :  
Persentase masyarakat 

yang mendapatkan 

pembinaan kerukunan 

umat beragama dan sosial 

budaya (%)  

 

Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitas 
Penanganan Konflik Sosial 

Indikator : 
- Persentase Jaringan Intelijen 

yang terbentuk (%)  

- Persentase pemetaan daerah 

rawan konflik 
 

Peningkatan Peran 
Partai Politik dan 

Lembaga 
Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik 

dan Pengembangan 
Etika  Serta Budaya 

Indikator :  
- Persentase edukasi 

politik terhadap 
masyarakat yang 
dilaksanakan (%)  

- Persentase 
Pembinaan 
terhadap Ormas 
dan Parpol  

 

Tujuan PD 

Program 

Kegiatan 

Sasaran 

Renstra PD 

Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing RPJMD 

Terwujudnya kinerja 
pelayanan perangkat daerah 

yang optimal  
Indikator : 

Nilai IKM Perangkat Daerah  

 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  

Indikator : 
Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)  
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Kegiatan 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 

Pemantapan 
Pelaksanaan 

Bidang Ideologi 
Pancasila dan 

Karakter 
Kebangsaan 

 Indikator :  
Jumlah kegiatan 

yang 

dilaksanakan  

 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan 

Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 
 Indikator :  

Jumlah kegiatan yang 

dilaksanakan  

 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika  

Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 

Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum  

Kepala  Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 

Politik 
Indikator : 

- Jumlah parpol yang 
berperan 

- % peserta sosialisasi, 
FGD dan simulasi 
pendidikan politik 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 

Pemantapan 
Pelaksanaan 

Bidang 
Pemberdayaan 

dan Pengawasan 
Organisasi 

Kemasyarakatan  
Indikator :  

Jumlah ormas 

yang terdaftar  

 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial  

Indikator :  
- Jumlah Laporan Kejadian  
- Jumlah data potensi konflik 

yang sudah di klusterisasi  

Sub  

Kegiatan 

1. Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah 
 Indikator : Jumlah Orang 
yang Mengikuti Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama 
dan Penghayat Kepercayaan 
di Daerah (Orang)  

 

1. Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan 
Dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 
Indikator : Jumlah 
Laporan Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 
(Laporan)  
 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah (Dokumen)  

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)  

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator : Prosentase administrasi 

kepegawaian yang terfasilitasi  

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Indikator : Persentase kebutuhan administrasi 
umum sesuai ketentuan yang difasilitasi  

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah Indikator : Jumlah 
laporan barang milik daerah tepat waktu  

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah  
Indikator : Persentase penyedia jasa penunjang 

operasional daerah yang terpenuhi  

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator : Persentase barang milik daerah 

dalam kondisi baik  

 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah (Dokumen)  

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)  

3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapan (Paket)  

4. Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Indikator : Jumlah Paket 
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  
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Gambar 2.2 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

Sumber: Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025. 

1. Penyusunan Program Kerja 
di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 
Indikator : Jumlah 
Dokumen Program Kerja di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan yang 
Disusun (Dokumen) 

2. Pembentukan Paskibraka 
Indikator : Jumlah 
Paskibraka 

 

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di Daerah  
Indikator : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 
(Dokumen)  

2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah (Orang)  

3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di Daerah 
Indikator : Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi 
di bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  

 

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah  
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti 
pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah (Orang)  

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti 
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 
Daerah 

3. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 
DaerahPelaksanaan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. 
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)  
 

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator : 
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan (Paket)  

5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan (Paket)  

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket)  

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   
Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan (Paket)  

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD (Laporan) 

9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya  
Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)  

10.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya  

Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)  

11.Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

(Laporan)  

12.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)  

13.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor  

14.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan  
Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajaknya (Unit)  

15.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya  
Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)  

 



 

 58 

2.2 Strategi Perangkat Daerah 

Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan 

langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi 

sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan 

dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran 

Renstra PD. 

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 tahun ke depan dalam upaya 

mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.  

Tabel 2.2 Penentuan Strategi 

No Sasaran Masalah Rumusan Strategi 

1 

Meningkatnya 
kewaspadaan dini di 
masyarakat 

Belum optimalnya 
penanganan 
terhadap potensi 
gangguan 
Kamtibmas akibat 
situasi ekonomi yang 
tidak stabil. Mengoptimalkan 

pendeteksian dini dan 
pencegahan konflik sosial di 
tengah masyarakat 
Kabupaten Pacitan. 2 

Banyaknya 
WNA/TKA masuk ke 
Pacitan tanpa 
adanya laporan (oleh 
pendamping 
maupun pembawa 
masuk ke Pacitan). 

3 
Pengguna narkoba di 
kalangan generasi 
muda meningkat. 

4 
Meningkatnya 
wawasan 
kebangsaan dan 
sosial budaya 

Lunturnya nilai-nilai 
Pancasila di tengah 
masyarakat 

Menguatkan 
pengaktualisasian nilai-nilai 
kebangsaan pada masyarakat 
Kabupaten Pacitan.  

5 
Penerapan moderasi 
beragama yang 
belum optimal. 

Meningkatkan kerukunan 
antar masyarakat dalam 
menghadapi perbedaan suku, 
agama, budaya, dan ras.  

6 
Meningkatnya 
pengetahuan 
tentang nilai-nilai 
demokrasi di 
masyarakat 

Kualitas parpol yang 
belum maksimal. 

Menguatkan peran 
kelembagaan dan pemahaman 
masyarakat dalam 
membangun kualitas 
demokrasi.  

7 
Tingkat partisipasi 
masyarakat dalam 
pemilu rendah. 
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No Sasaran Masalah Rumusan Strategi 

8 

Terwujudnya 
kinerja pelayanan 
perangkat daerah 
yang optimal 

Tata kelola 
organisasi 
masyarakat belum 
optimal. 

Mengoptimalkan tata kelola 
dan kerja sama organisasi 
kemasyarakatan sebagai 
mitra pembangunan daerah.  

 

2.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja 

yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan 

arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai 

target tujuan dan sasaran Renstra PD. 

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan 

dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Pacitan Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja 

pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang 

ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan 

pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program 

maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan 

pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pacitan. 

Tabel 2.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 

NO 
Operasionalisasi 

NSPK 

ARAH 
KEBIJAKAN 

RPJMD 

STRATEGI RENSTRA 
PD 

ARAH 
KEBIJAKAN 

RENSTRA PD 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 1. Menjalankan 
tugas dan fungsi 
sebagai unsur 
penunjang 
urusan 
pemerintahan di 
bidang kesatuan 
bangsa dan 
politik. 
  
  

Penguatan 
keamanan 
dan 
ketertiban 
untuk 
mengurangi 
tingkat 
kriminalitas. 

Mengoptimalkan 
pendeteksian dini dan 
pencegahan konflik 
sosial di tengah 
masyarakat Kabupaten 
Pacitan. 

Penguatan 
koordinasi lintas 
sektor dalam 
upaya 
pencegahan 
konflik sosial. 

 Optimalisasi 
pengawasan, 
penelusuran, dan 
pelaporan 
potensi konflik 
sosial. 



 

 60 

   Penguatan 
kerjasama dan 
kualitas intelijen 
dalam upaya 
pendeteksian 
dini dari 
berbagai jenis 
ancaman. 

  Penguatan 
nilai luhur 
kebudayaan 
lokal dalam 
sendi 
kehidupan 
masyarakat. 

Menguatkan 
pengaktualisasian nilai-
nilai kebangsaan pada 
masyarakat Kabupaten 
Pacitan. 

Optimalisasi 
pendidikan nilai-
nilai Pancasila, 
wawasan 
kebangsaan, dan 
ketahanan 
nasional.  

  

Penguatan 
kerukunan 
antar etnis. 
  

Meningkatkan 
kerukunan antar 
masyarakat dalam 
menghadapi perbedaan 
suku, agama, budaya, 
dan ras.  

Peningkatan 
pembauran 
kebangsaan 
antar golongan 
masyarakat. 

 Penguatan peran 
Forum 
Komunikasi 
Umat Beragama 
serta penghayat 
kepercayaan. 

  

Menguatkan peran 
kelembagaan dan 
pemahaman 
masyarakat dalam 
membangun kualitas 
demokrasi.  

Optimalisasi 
peran parpol dan 
ormas sebagai 
garda penguatan 
pendidikan dan 
partisipasi 
politik 
masyarakat. 

 Peningkatan 
literasi berpolitik 
dan 
berdemokrasi 
pada masyarakat 

 

Mengoptimalkan tata 
kelola dan kerja sama 
organisasi 
kemasyarakatan 
sebagai mitra 
pembangunan daerah.  

Optimalisasi 
pemberdayaan 
ormas sebagai 
mitra 
pembangunan 
daerah. 

 Peningkatan 
pelayanan 
terpadu pada 
pengelolaan 
organisasi 
kemasyarakatan. 
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Tabel 2.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

TAHAP I 
(2026) 

TAHAP II 
(2027) 

TAHAP III 
(2028) 

TAHAP IV 
(2029) 

TAHAP V 
(2030) 

Konsolidasi 
elemen 
Forkopimda, 
Parpol, 
Ormas/LSM, 
serta unsur 
masyarakat 
umum secara 
umum dalam 
mewujudkan 
tujuan 
kesatuan 
bangsa dan 
politik. 

Pemberdayaan 
lanjutan 
Parpol, 
Ormas/LSM 
sebagai mitra 
pembangunan 
pemerintah. 

Konsolidasi 
elemen 
Forkopimda, 
Parpol, 
Ormas/LSM 
dalam 
menghadapi 
Pemilu 2029. 

Penguatan 
deteksi dini 
dan 
pencegahan 
konflik sosial 
menghadapi 
Pemilu 2029. 

Monitoring 
dan evaluasi 
proses 
pencegahan 
konflik sosial 
pasca-Pemilu 
2029. 

Pelaksanaan 
kewaspadaan 
dini dan 
pencegahan 
konflik sosial. 

Penguatan 
pembauran 
kebangsaan 
dan moderasi 
beragama. 

Pelaksanaan 
literasi 
politik dan 
penguatan 
nilai 
demokrasi 
pada 
masyarakat.   

Penguatan 
literasi politik 
dan nilai 
demokrasi 
masyarakat 
dalam 
menghadapi 
Pemilu 2029 
dan Pilkada 
2030. 

Konsolidasi 
Forkopimda, 
Parpol, 
Ormas/LSM 
dalam 
menghadapi 
Pilkada 2030.  

Peningkatan 
kapasitas SDM 
Bakesbangpol 
untuk 
menjalankan 
tugas dan 
fungsi sebagai 
pengampu 
urusan 
kesatuan 
bangsa dan 
politik. 

Perbaikan tata 
kelola 
organisasi 
Bakesbangpol 
dalam 
menjalankan 
pelayanan 
publik.  

 Pelaksanaan 
koordinasi 
lintas sektor 
dalam proses 
pengamanan 
Pemilu 2029. 

Pelaksanaan 
koordinasi 
lintas sektor 
dalam proses 
pengamanan 
Pilkada 2030. 

    Penguatan 
jaring 
pengaman 
dan 
pengawalan 
kinerja kepala 
daerah 
menjelang 
akhir periode.  
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 Penahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di 

atas terbagi menjadi V tahapan. Setiap tahapan akan dilaksanakan di tahun 

yang berbeda.  Tahap I dilaksanakan pada tahun 2026, pada Tahap I terdapat 

3 program kerja yakni 1) konsolidasi elemen Forkopimda, Parpol, 

Ormas/LSM, serta unsur masyarakat umum secara umum dalam mewujudkan 

tujuan kesatuan bangsa dan politik, 2) Pelaksanaan kewaspadaan dini dan 

pencegahan konflik sosial, dan 3) Peningkatan kapasitas SDM Bakesbangpol 

untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu urusan kesatuan 

bangsa dan politik. Tahap II dilaksanakan pada tahun 2027 dengan 3 program 

kerja yakni, 1) Pemberdayaan lanjutan Parpol, Ormas/LSM sebagai mitra 

pembangunan pemerintah, 2) Penguatan pembauran kebangsaan dan 

moderasi beragama, dan 3) Perbaikan tata kelola organisasi Bakesbangpol 

dalam menjalankan pelayanan publik. Tahap III dilaksanakan pada tahun 

2028 dengan program kerja yakni, 1) Konsolidasi elemen Forkopimda, Parpol, 

Ormas/LSM dalam menghadapi Pemilu 2029, dan 2) Pelaksanaan literasi 

politik dan penguatan nilai demokrasi pada masyarakat. Tahap IV 

dilaksanakan pada tahun 2029 dengan program kerja yakni, 1) Penguatan 

deteksi dini dan pencegahan konflik sosial menghadapi Pemilu 2029, 2) 

Penguatan literasi politik dan nilai demokrasi masyarakat dalam menghadapi 

Pemilu 2029 dan Pilkada 2030, dan 3) Pelaksanaan koordinasi lintas sektor 

dalam proses pengamanan Pemilu 2029. Tahap V dilaksanakan pada tahun 

2030 dengan program kerja yakni, 1) Monitoring dan evaluasi proses 

pencegahan konflik sosial pasca-Pemilu 2029, 2) Konsolidasi Forkopimda, 

Parpol, Ormas/LSM dalam menghadapi Pilkada 2030, 3) Pelaksanaan 

koordinasi lintas sektor dalam proses pengamanan Pilkada 2030, dan 4) 

Penguatan jaring pengaman dan pengawalan kinerja kepala daerah menjelang 

akhir periode. 
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3 BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

3.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah 

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah 

dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan 

dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan 

strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-

langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara 

terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan 

penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan 

penguraian lebih lanjut dari kegiatan.  

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan 

untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil 

(outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator 

kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan 

sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan  

Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat dilakukan oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.  
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Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 

NSPK DAN 
SASARAN 

RPJMD YANG 
RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 

PROGRAM/ 
KEGIATAN/ 

SUBKEGIATAN 
KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 NSPK:  
Menjalankan 
tugas dan 
fungsi sebagai 
unsur 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
di bidang 
kesatuan 
bangsa dan 
politik. 
 
Sasaran 
RPJMD: Kohesi 
Sosial 
Masyarakat 
Meningkat  

Menurunnya 
konflik sosial 
dan 
meningkatnya 
stabilitas 
politik di 
daerah 

      Angka partisipasi 
masyarakat dalam 
pemilu 

    

   Persentase 
penurunan angka 
konflik 

  

  Meningkatnya 
pengetahuan 
tentang nilai-
nilai demokrasi 
di masyarakat 

    Persentase elemen 
masyarakat yang 
di bina 

    

    Meningkatny
a etika dan 
budaya 
politik 

  1. Persentase 
edukasi politik 
terhadap 
masyarakat yang 
dilaksanakan 
2. Persentase 
Pembinaan 
terhadap Ormas & 
Parpol 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERAN PARTAI 
POLITIK DAN 
LEMBAGA 
PENDIDIKAN 
MELALUI 
PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGA
N ETIKA SERTA 
BUDAYA 
POLITIK 

  

  Meningkatny
a kegiatan 
perumusan 

1. Jumlah 
Parpol 

1. Jumlah parpol 
yang berperan 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 
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teknis 
kebijakan di 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya 
Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintaha
n, Perwakilan 
dan Partai 
Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemil
ihan Umum 
Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik  
 

2. Jumlah 
Presentase 

2. Presentase 
peserta sosialisasi, 
FGD dan simulasi 
pendidikan politik 

Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilih
an Umum 
Kepala Daerah, 
serta 
Pemantauan 
Situasi Politik 

    Terlaksanany
a Kebijakan 
di Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya 
Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintaha
n, Perwakilan 
dan Partai 

Jumlah 
Orang 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 

Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
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Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemil
ihan Umum 
Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik 
di Daerah  

Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah 

Umum/Pemiliha
n Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah 

  Tersusunnya 
Program 
Kerja di 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya 
Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintaha
n, Perwakilan 
dan Partai 
Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemil
ihan Umum 
Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik 
di Daerah 
 

Jumlah 
Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah yang 
Disusun 

Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah 

 

  Terlaksanany
a Koordinasi 
di Bidang 

Jumlah 
Orang 

Jumlah orang yang 
mengikuti 
koordinasi di 

Pelaksanaan 
Koordinasi di 
Bidang 
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Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya 
Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintaha
n, Perwakilan 
dan Partai 
Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemil
ihan Umum 
Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik 
di Daerah 
 

Bidang Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah 

Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemiliha
n Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah 

 Meningkatnya 
wawasan 
kebangsaan dan 
sosial budaya 

  Persentase elemen 
masyarakat yang 
mendapatkan 
pembinaan 
 

  

  
 

Meningkatny
a ketertiban 
organisasi 
kemasyaraka
tan 

  Persentase Ormas 
yang berpredikat 
baik  

PROGRAM 
PEMBERDAYAA
N DAN 
PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKA
TAN 

  

    Meningkatny
a kegiatan 
perumusan 
kebijakan 

 Jumlah 
Ormas 

 Jumlah ormas 
yang terdaftar 
 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapan 
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teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang 
Pemberdayaa
n dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyaraka
tan 
 

Pelaksanaan 
Bidang 
Pemberdayaan 
dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakata
n 

  
Terlaksanany
a Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di 
Bidang 
Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaa
n Ormas, 
Evaluasi dan 
Mediasi 
Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan 
Ormas dan 
Ormas Asing 
di Daerah  

Jumlah 
Laporan 

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di 
Bidang 
Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan 
Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

Pelaksanaan 
Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di 
Bidang 
Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan 
Ormas dan 
Ormas Asing di 
Daerah 

 

  Meningkatny
a Wawasan 
Kebangsaan 
dan Sosial 
Budaya 

 Persentase pelajar 
yang 
mendapatkan 
pembinaan 
wawasan 
kebangsaan 

PROGRAM 
PENGUATAN 
IDEOLOGI 
PANCASILA 
DAN 
KARAKTER 
KEBANGSAAN 

 

  Meningkatny
a kegiatan 

Jumlah 
Kegiatan 

Jumlah kegiatan 
yang dilaksanakan 

Perumusan 
Kebijakan 

 



 

 69 

perumusan 
teknis  di 
Bidang 
Ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 
 

Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang Ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 

  
Tersusunnya 
Program 
Kerja di 
Bidang 
Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
Karakter 
Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaan, 
Bineka 
Tunggal Ika 
dan Sejarah 
Kebangsaan  

Jumlah 
Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaan, 
Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah 
Kebangsaan yang 
Disusun 

Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaan, 
Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

 

  Terbentukny
a pasukan 
pengibar 
bendera 
pusaka 
 

Jumlah 
Orang 

Jumlah Paskibraka Pembentukan 
Paskibraka 

 

  Meningkatny
a ketahanan 
ekonomi, 
sosial, dan 
budaya 
masyarakat 
 

 Persentase 
masyarakat yang 
mendapatkan 
pembinaan 
kerukunan umat 
beragama dan 
sosial budaya 

PROGRAM 
PEMBINAAN 
DAN 
PENGEMBANGA
N KETAHANAN 
EKONOMI, 
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 SOSIAL DAN 
BUDAYA 

  Meningkatny
a pembinaan 
di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial dan 
Budaya 
 

Jumlah 
Kegiatan 

Jumlah kegiatan 
yang dilaksanakan 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial 
dan Budaya 

 

  Terlaksanany
a Kebijakan 
di Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaa
n Narkotika, 
Fasilitasi 
Kerukunan 
Umat 
Beragama 
dan 
Penghayat 
Kepercayaan 
di Daerah 
 

Jumlah 
Orang 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkotika, 
Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkotika, 
Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

 

 Meningkatnya 
kewaspadaan 
dini di 
masyarakat 

  Persentase potensi 
konflik yang 
tertangani 
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  Meningkatny
a penanganan 
konflik sosial 
yang 
diselesaikan 

 1. Persentase 
Jaringan Intelijen 
yang terbentuk 
2. Persentase 
Pemetaan Derah 
Rawan Konflik 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN 
KONFLIK 
SOSIAL 
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1. 
Meningkatny
a 
pelaksanaan 
pembinaan 
kebijakan di 
Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja 
Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan 
antar Negara, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan
, serta 
Penanganan 
Konflik di 
Daerah 
2. 
Tersedianya 
dokumen 
potensi 
konflik yang 
sudah 
diklusterisasi 

1. Jumlah 
Laporan  
2. Jumlah 
Data 

1. Jumlah Laporan 
Kejadian  
2. Jumlah data 
potensi konflik 
yang sudah di 
klusterisasi 
 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 
Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan 
Konflik Sosial 

 

  Terlaksanany
a Kebijakan 

Jumlah 
Orang 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 

Pelaksanaan 
Kebijakan di 
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di Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja 
Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan 
antar Negara, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan
, serta 
Penanganan 
Konflik di 
Daerah 
 

pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 
serta Penanganan 
Konflik di Daerah 
 

Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 
serta 
Penanganan 
Konflik di 
Daerah 

  Terlaksanany
a Forum 
Koordinasi 
Pimpinan 
Daerah 
Kabupaten/K
ota 
 

Jumlah 
Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 
Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan 
Forum 
Koordinasi 
Pimpinan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

  Terlaksanany
a Koordinasi 
di Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja 
Sama 

Jumlah 
Orang 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Koordinasi di 
Bidang 
Kewaspadaan 

Pelaksanaan 
Koordinasi di 
Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, 
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Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga 
Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan 
antar Negara, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan
, serta 
Penanganan 
Konflik di 
Daerah 
 

Dini, Kerja Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 
serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Pemantauan 
Orang Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 
serta 
Penanganan 
Konflik di 
Daerah 

 Terwujudnya 
kinerja 
pelayanan 
perangkat 
daerah yang 
optimal 

  Nilai IKM 
Perangkat Daerah 

  

  Meningkatny
a kualitas 
kierja 
Perangkat 
Daerah yang 
akuntabel 

 Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHA
N DAERAH 
KABUPATEN/ 
KOTA 

 

  Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan 
tepat waktu 

Dokumen 
Perencanaa
n 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah  
(Dokumen) 
 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
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Perangkat 
Daerah 

   Jumlah 
Dokumen 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

 

  Tersusunnya 
dokumen 
keuangan 
tepat waktu 

Dokumen 
Keuangan 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 
 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

 

   Jumlah 
Dokumen 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

 

  Tersusunnya 
dokumen 
kepegawaian 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 

Persentase 
administras
i 

Persentase 
administrasi 
kepegawaian yang 
terfasilitasi 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

 

   Jumlah 
Paket 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

 

  Tersusunnya 
Dokumen 
Administrasi 
Umum Sesuai 
dengan 
Ketentuan 
 

Persentase 
kebutuhan 

Persentase 
kebutuhan 
administrasi 
umum yang 
difasilitasi sesuai 
kebutuhan 

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

 

   Jumlah 
Laporan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 
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   Jumlah 
Paket 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

 

   Jumlah 
Paket 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

 

   Jumlah 
Paket 

Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan 

Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

 

   Jumlah 
Paket 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

 

   Jumlah 
Paket 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

 

  Tersusunnya 
laporan 
barang milik 
daerah tepat 
waktu 

Laporan 
Barang 

Jumlah laporan 
barang milik 
daerah tepat 
waktu 

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

 

   Jumlah Unit Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 
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   Jumlah Unit Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

 

  Tersedianya 
jasa 
penunjang 
operasional 
yang 
dibutuhkan 
 

Persentase 
penyedia 
jasa 

Persentase 
penyedia jasa 
penunjang 
operasional 
daerah yang 
dibutuhkan 

Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

   Jumlah 
Laporan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

 

   Jumlah 
Laporan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

 

   Jumlah 
Laporan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

 

  Terpeliharan
ya sarana dan 
prasarana 
penunjang 
perangkat 
daerah 
 

Persentase 
barang 

Persentase barang 
milik daerah 
dalam kondisi baik 
 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
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   Jumlah 
Gedung 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

 

   Jumlah 
Kendaraan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

 

       

Sumber: Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025.  
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Tabel 3.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 
OUTCOME / 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELINE 
TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANG
KAT 

DAERAH 

KETERA
NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8.01 -  KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 
    7.569.776.387,00   7.948.265.000,00   8.266.196.000,00   8.596.843.000,00   8.940.716.000,00     

8.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 
    2.973.334.406,00   3.122.001.000,00   3.246.881.000,00   3.376.756.000,00   3.511.826.000,00     

Meningkatnya 
Kualitas kinerja 
Perangkat Daerah 
yang akuntabel 

Nilai Sakip 
Perangkat 
Daerah (Nilai) 

75,6 75,7 2.973.334.406,00 75,75 3.122.001.000,00 75,8 3.246.881.000,00 75,85 3.376.756.000,00 75,9 3.511.826.000,00 8.01.0.00.0.
00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

8.01.01.2.01 - 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
    26.996.120,00   28.345.926,00   29.479.763,00   30.658.954,00   31.885.312,00     

Tersusunnya 
dokumen 
perencanaan tepat 
waktu 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah  
(Dokumen) 

12 23 26.996.120,00 23 28.345.926,00 23 29.479.763,00 23 30.658.954,00 23 31.885.312,00     

8.01.01.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 
    26.996.120,00   28.345.926,00   29.479.763,00   30.658.954,00   31.885.312,00     

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah  
(Dokumen) 

12 23 26.996.120,00 23 28.345.926,00 23 29.479.763,00 23 30.658.954,00 23 31.885.312,00     

8.01.01.2.02 - 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 
    2.203.757.236,00   2.313.944.972,00   2.406.502.731,00   2.502.762.840,00   2.602.873.354,00     
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Tersusunnya 
dokumen keuangan 
tepat waktu 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

14 22 2.203.757.236,00 22 2.313.944.972,00 22 2.406.502.731,00 22 2.502.762.840,00 22 2.602.873.354,00 8.01.0.00.0.
00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

8.01.01.2.02.0001 - 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 
    2.203.757.236,00   2.313.944.972,00   2.406.502.731,00   2.502.762.840,00   2.602.873.354,00     

Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 
(Orang/bulan) 

14 22 2.203.757.236,00 22 2.313.944.972,00 22 2.406.502.731,00 22 2.502.762.840,00 22 2.602.873.354,00     

8.01.01.2.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 
    28.466.438,00   29.889.760,00   31.085.351,00   32.328.765,00   33.621.915,00     

Tersusunnya 
dokumen  
kepegawaian sesuai 
dengan kebutuhan 

Prosentase 
administrasi 
kepegawaian 
yang terfasilitasi 

100% 100% 28.466.438,00 100% 29.889.760,00 100% 31.085.351,00 100% 32.328.765,00 100% 33.621.915,00     

8.01.01.2.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

 
    28.466.438,00   29.889.760,00   31.085.351,00   32.328.765,00   33.621.915,00     

Tersedianya Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 
(Paket) 

1 1 28.466.438,00 1 29.889.760,00 1 31.085.351,00 1 32.328.765,00 1 33.621.915,00     

8.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 
                          

Tersusunnya 
Dokumen 
Administrasi Umum 
Sesuai dengan 
Ketentuan 

Persentase 
kebutuhan 
administrasi 
umum sesuai 
ketentuan yang 
difasilitasi 

100% 100% 284.562.091,00 100% 298.790.196,00 100% 310.741.804,00 100% 323.171.235,00 100% 336.097.844,00     

8.01.01.2.06.0001 - 
Penyediaan 
Komponen Instalasi 
 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

 
    16.015.007,00   16.815.757,00   17.488.388,00   18.187.923,00   18.915.200,00     

Tersedianya 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

1 1 16.015.007,00 1 16.815.757,00 1 17.488.388,00 1 18.187.923,00 1 18.915.200,00     

8.01.01.2.06.0002 - 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

 
    49.504.847,00   51.980.090,00   54.059.293,00   56.221.665,00   58.470.532,00     
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Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

1 1 49.504.847,00 1 51.980.090,00 1 54.059.293,00 1 56.221.665,00 1 58.470.532,00     

8.01.01.2.06.0003 - 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

 
    34.129.283,00   35.835.747,00   37.269.177,00   38.759.944,00   40.310.342,00 8.01.0.00.0.

00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

Tersedianya 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket 
Peralatan 
Rumah Tangga 
yang Disediakan 
(Paket) 

1 1 34.129.283,00 1 35.835.747,00 1 37.269.177,00 1 38.759.944,00 1 40.310.342,00     

8.01.01.2.06.0004 - 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 
    42.194.318,00   44.304.034,00   46.076.195,00   47.919.002,00   49.835.762,00     

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 
(Paket) 

1 1 42.194.318,00 1 44.304.034,00 1 46.076.195,00 1 47.919.002,00 1 49.835.762,00     

8.01.01.2.06.0005 - 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 
    44.493.836,00   46.718.528,00   48.587.269,00   50.530.760,00   52.551.990,00     

Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 
(Paket) 

1 1 44.493.836,00 1 46.718.528,00 1 48.587.269,00 1 50.530.760,00 1 52.551.990,00     

8.01.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

 
    98.224.800,00   103.136.040,00   107.261.482,00   111.551.941,00   116.014.018,00     

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 
(Laporan) 

12 12 98.224.800,00 12 103.136.040,00 12 107.261.482,00 12 111.551.941,00 12 116.014.018,00     

8.01.01.2.07 - 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 
    52.249.210,00   54.861.670,00   57.056.137,00   59.338.382,00   61.711.918,00     

Tersusunnya 
laporan barang milik 
daerah tepat waktu 

Jumlah laporan 
barang milik 
daerah tepat 
waktu 

100% 12 52.249.210,00 12 54.861.670,00 12 57.056.137,00 12 59.338.382,00 12 61.711.918,00     

8.01.01.2.07.0010 - 
Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 
    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     
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Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     

8.01.01.2.07.0011 - 
Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 
    52.249.210,00   54.861.670,00   57.056.137,00   59.338.382,00   61.711.918,00 8.01.0.00.0.

00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
(Unit) 

0 1 52.249.210,00 1 54.861.670,00 1 57.056.137,00 1 59.338.382,00 1 61.711.918,00     

8.01.01.2.08 - 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 
    298.186.380,00   313.095.700,00   325.619.527,00   338.644.308,00   352.190.081,00     

Tersedianya jasa 
penunjang 
operasional yang 
dibutuhkan 

Persentase 
penyedia jasa 
penunjang 
operasional 
daerah yang 
terpenuhi 

100% 100% 298.186.380,00 100% 313.095.700,00 100% 325.619.527,00 100% 338.644.308,00 100% 352.190.081,00     

8.01.01.2.08.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

 
    3.891.390,00   4.085.960,00   4.249.398,00   4.419.374,00   4.596.149,00     

Terlaksananya 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 
(Laporan) 

12 12 3.891.390,00 12 4.085.960,00 12 4.249.398,00 12 4.419.374,00 12 4.596.149,00     

8.01.01.2.08.0002 - 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 
    69.863.880,00   73.357.074,00   76.291.357,00   79.343.011,00   82.516.732,00     

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 
(Laporan) 

12 12 69.863.880,00 12 73.357.074,00 12 76.291.357,00 12 79.343.011,00 12 82.516.732,00     

8.01.01.2.08.0004 - 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

 
    224.431.110,00   235.652.666,00   245.078.772,00   254.881.923,00   265.077.200,00     

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

12 12 224.431.110,00 12 235.652.666,00 12 245.078.772,00 12 254.881.923,00 12 265.077.200,00     
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yang Disediakan 
(Laporan) 

8.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 
                      8.01.0.00.0.

00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
perangkat daerah 

Persentase 
barang milik 
daerah dalam 
kondisi baik 

  80% 79.116.931,00 80% 83.072.776,00 80% 86.395.687,00 80% 89.851.516,00 80% 93.445.576,00     

8.01.01.2.09.0001 - 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

 
    60.849.428,00   63.891.898,00   66.447.574,00   69.105.479,00   71.869.698,00     

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajaknya (Unit) 

21 21 60.849.428,00 21 63.891.898,00 21 66.447.574,00 21 69.105.479,00 21 71.869.698,00     

8.01.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

 
    18.267.503,00   19.180.878,00   19.948.113,00   20.746.037,00   21.575.878,00     

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direh
abilitasi (Unit) 

1 3 18.267.503,00 3 19.180.878,00 3 19.948.113,00 3 20.746.037,00 3 21.575.878,00     

8.01.02 - PROGRAM 
PENGUATAN 
IDEOLOGI 
PANCASILA DAN 
KARAKTER 
KEBANGSAAN 

 
    825.968.880,00   867.267.000,00   901.958.000,00   938.036.000,00   975.557.000,00     

Meningkatanya 
Wawasan 
Kebangsaan dan 
Sosial Budaya 

Persentase 
pelajar yang 
mendapatkan 
pembinaan 
wawasan 
kebangsaan  (%) 

15,83 17,29 825.968.880,00 16,73 867.267.000,00 16,81 901.958.000,00 16,89 938.036.000,00 16,98 975.557.000,00    

8.01.02.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila 
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dan Karakter 
Kebangsaan 

Meningkatnya 
kegiatan perumusan 
teknis  di Bidang 
Ideologi Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 

Jumlah kegiatan 
yang 
dilaksanakan 

100% 4 Kegiatan 825.968.880,00   867.267.000,00   901.958.000,00   938.036.000,00   975.557.000,00     

8.01.02.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

 
                      8.01.0.00.0.

00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

Jumlah 
Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
Karakter 
Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaan, 
Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 
yang Disusun 
(Dokumen) 

4 Dokumen 4 Dokumen 93.593.758,00 4 
Dokumen 

109.922.000,00 4 Dokumen 105.536.000,00 4 
Dokumen 

108.698.569,00 4 
Dokumen 

113.894.823,00     

8.01.02.2.01.0008 - 
Pembentukan 
Paskibraka 

 
                          

Terbentuknya 
pasukan pengibar 
bendera pusaka 

Jumlah 
Paskibraka 
(Orang) 

70 70 732.375.122,00 70 757.345.000,00 70 796.422.000,00 70 829.337.431,00 70 861.662.177,00     

8.01.03 - PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERAN PARTAI 
POLITIK DAN 
LEMBAGA 
PENDIDIKAN 
MELALUI 
PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN 
ETIKA SERTA 
BUDAYA POLITIK 

 
    1.620.767.355,00   1.701.806.000,00   1.769.878.000,00   1.840.673.000,00   1.914.300.000,00     

Meningkatnya etika 
dan budaya politik 

Persentase 
edukasi politik 
terhadap 
masyarakat yang 
dilaksanakan 
(%) 

100 100 1.620.767.355,00 100 1.701.806.000,00 100 1.769.878.000,00 100 1.840.673.000,00 100 1.914.300.000,00    
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Persentase 
Pembinaan 
terhadap Ormas 
dan Parpol 

100 100   100   100   100   100       

8.01.03.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

 
    1.620.767.355,00   1.701.806.000,00   1.769.878.000,00   1.840.673.000,00   1.914.300.000,00     

Meningkatnya 
kegiatan perumusan 
teknis kebijakan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

Jumlah parpol 
yang berperan 

4 9 Partai 
Politik 

1.576.986.355,00 9 Partai 
Politik 

1.655.347.755,00 9 Partai 
Politik 

1.719.348.000,00 9 Partai 
Politik 

1.759.048.000,00 9 Partai 
Politik 

1.790.348.000,00     

 
%  peserta 
sosialisasi, FGD 
dan simulasi 
pendidikan 
politik 

100% 100% 43.781.000,00 100% 46.458.245,00 100% 50.530.000,00 100% 81.625.000,00 100% 123.952.000,00     

8.01.03.2.01.0001 - 
Penyusunan 
Program Kerja di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

 
    1.576.986.355,00   1.655.347.755,00   1.719.348.000,00   1.759.048.000,00   1.790.348.000,00     
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Tersusunnya 
Program Kerja di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Program Kerja di 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah yang 
Disusun 
(Dokumen) 

4 Dokumen 4 Dokumen 1.576.986.355,00 4 
Dokumen 

1.655.347.755,00 4 Dokumen 1.719.348.000,00 4 
Dokumen 

1.759.048.000,00 4 
Dokumen 

1.790.348.000,00     

8.01.03.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

 
    43.781.000,00   28.958.245,00  30.994.045,00  46.541.545,00  67.705.045,00     

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah (Orang) 

240 1.320 43.781.000,00 1.320 28.958.245,00 1.320 30.994.045,00 1.320 46.541.545,00 1.320 67.705.045,00     
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8.01.03.1.01.0004 - 
Pelaksanaan 
Koordinasi di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 
 

     17.500.000,00  19.535.955,00  35.083.455,00  56.246.955,00   

Terlaksananya 
Koordinasi di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Jumlah Orang 
yang mengikuti 
koordinasi di 
bidang 
Pendidikan 
politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah 

   27 Orang 17.500.000,00 27 Orang 19.535.955,00 27 Orang 35.083.455,00 27 Orang 56.246.955,00   

8.01.04 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

 
    103.375.102,00   108.544.000,00   112.886.000,00   117.401.000,00   122.097.000,00     

Meningkatnya 
ketertiban 
organisasi 
kemasyarakatan 

Persentase 
Ormas yang 
berpredikat baik 
(%) 

100 36,9 103.375.102,00 38,7 108.544.000,00 40,4 112.886.000,00 42 117.401.000,00 43,6 122.097.000,00 8.01.0.00.0.
00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

8.01.04.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
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Meningkatnya 
kegiatan perumusan 
kebijakan teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Jumlah ormas 
yang terdaftar 

1 Dokumen 10 Ormas 103.375.102,00 10 Ormas 108.544.000,00 10 Ormas 112.886.000,00 10 Ormas 117.401.000,00 10 Ormas 122.097.000,00     

8.01.04.2.01.0005 - 
Pelaksanaan 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

 
    103.375.102,00   108.544.000,00   112.886.000,00   117.401.000,00   122.097.000,00     

Terlaksananya 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pelaporan di 
Bidang Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di 
Bidang 
Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi 
Sengketa 
Ormas, 
Pengawasan 
Ormas dan 
Ormas Asing di 
Daerah 
(Laporan) 

1 1 103.375.102,00 1 108.544.000,00 1 112.886.000,00 1 117.401.000,00 1 122.097.000,00     

8.01.05 - PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL, 
DAN BUDAYA 

 
    58.650.644,00   61.583.000,00   64.046.000,00   66.608.000,00   69.272.000,00     

Meningkatnya 
ketahanan ekonomi, 
sosial, dan budaya 
masyarakat 

Persentase 
masyarakat yang 
mendapatkan 
pembinaan 
kerukunan umat 
beragama dan 
sosial budaya 
(%) 

100% 100% 58.650.644,00 100% 61.583.000,00 100% 64.046.000,00 100% 66.608.000,00 100% 69.272.000,00 8.01.0.00.0.
00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  

  

8.01.05.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

 
    58.650.644,00   61.583.000,00   64.046.000,00   66.608.000,00   69.272.000,00     

Meningkatnya 
pembinaan di 
Bidang Ketahanan 

Jumlah kegiatan 
yang 
dilaksanakan 

1 Tahun 3 Kegiatan 58.650.644,00 3 Kegiatan 61.583.000,00 3 Kegiatan 64.046.000,00 3 Kegiatan 66.608.000,00 3 Kegiatan 69.272.000,00     
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Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

8.01.05.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

 
    58.650.644,00   61.583.000,00   64.046.000,00   66.608.000,00   69.272.000,00     

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, 
Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah (Orang) 

455 485 58.650.644,00 500 61.583.000,00 515 64.046.000,00 530 66.608.000,00 545 69.272.000,00     

8.01.06 - PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN 
KONFLIK SOSIAL 

 
    1.987.680.000,00   2.087.064.000,00   2.170.547.000,00   2.257.369.000,00   2.347.664.000,00     

Meningkatnya 
penanganan konflik 
sosial yang 
diselesaikan 

Persentase 
Jaringan Intelijen 
yang terbentuk 
(%) 

100% 100% 1.987.680.000,00 100% 2.087.064.000,00 100% 2.170.547.000,00 100% 2.257.369.000,00 100% 2.347.664.000,00 8.01.0.00.0.
00.01.0000 
- Badan 
Kesatuan 
Bangsa 
dan Politik  
  

  

 
Persentase 
pemetaan 
daerah rawan 
konflik 

100% 100% 100% 100% 100% 100%   

8.01.06.2.01 - 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan Konflik 
Sosial 

 
    1.987.680.000,00   2.087.064.000,00   2.170.547.000,00   2.257.369.000,00   2.347.664.000,00     
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Meningkatnya 
pelaksanaan 
pembinaan 
kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Laporan 
Kejadian 

4 Laporan 6 Laporan 1.287.680.000,00 6 Laporan 1.347.064.000,00 6 Laporan 1.385.547.000,00 6 Laporan 1.430.369.000,00 6 Laporan 1.477.664.000,00     

Tersedianya 
dokumen potensi 
konflik yang sudah 
diklusterisasi 

Jumlah data 
potensi konflik 
yang sudah di 
klusterisasi 

100% 2 Data 700.000.000,00 2 Data 740.000.000,00 2 Data 785.000.000,00 2 Data 827.000.000,00 2 Data 870.000.000,00     

8.01.06.2.01.0003 - 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

 
    1.287.680.000,00 

 
1.014.064.000,00  1.033.305.500  1.055.716.500,00  1.079.364.000,00     

Terlaksananya 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan 
antar Negara, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 
serta 
Penanganan 
Konflik di Daerah 
(Orang) 

647 939 1.287.680.000,00 986 1.014.064.000,00 1.035 1.033.305.500 1.087 1.055.716.500,00 1.141 1.079.364.000,00     
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8.01.06.1.01.0004 – 
Pelaksanaan 
Koordinasi di 
Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah  

     333.000.000  352.241.500,00  374.652.500,00  398.300.000,00   

Terlaksananya 
Koordinasi di bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

Jumlah Orang 
yang mengikuti 
koordinasi di 
bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan 
antar Negara, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 
serta 
Penanganan 
Konflik di Daerah 

   350 Orang 333.000.000 350 Orang 352.241.500,00 350 Orang 374.652.500,00 350 Orang 398.300.000,00   

8.01.06.2.01.0006 - 
Pelaksanaan Forum 
Koordinasi Pimpinan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
    700.000.000,00   740.000.000,00   785.000.000,00   827.000.000,00   870.000.000,00     

Terlaksananya 
Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pelaksanaan 
Forum 
Koordinasi 
Pimpinan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
(Dokumen) 

6 1 700.000.000,00 1 740.000.000,00 1 785.000.000,00 1 827.000.000,00 1 870.000.000,00     

Sumber: Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025.  
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Tabel 3.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 

No Program 
Prioritas 

Outcome Kegiatan Subkegiatan Ket. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Program Penguatan 

Ideologi Pancasila 
Dan Karakter 
Kebangsaan 

Meningkatnya 
Wawasan 
Kebangsaan dan 
Sosial Budaya 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi 
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan. 

 

Pembentukan Paskibraka  
2. Program  

Pembinaan Dan 
Pengembangan 
Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Dan  Budaya 

Meningkatnya 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Dan Budaya 
Masyarakat 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial 
dan Budaya 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah 

 

3.  Program  
Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional Dan 
Peningkatan 
Kualitas  Dan  
Fasilitasi 
Penanganan  Konflik 
Sosial 

Meningkatnya 
Penanganan Konflik 
Sosial Yang 
Diselesaikan 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pelaksanaan 
Pemantapan Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan 
Konflik Sosial 

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah Kabupaten/Kota 

 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik di Daerah 

 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik di Daerah 

 

4.  Program 
Peningkatan Peran 
Partai  Politik Dan 
Lembaga 
Pendidikan  Melalui 
Pendidikan Politik 
Dan Pengembangan 

Meningkatnya Etika 
Dan Budaya Politik  

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 
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Etika Serta  Budaya  
Politik 

Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 

Penyusunan Program Kerja di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 
 

 

5. Program 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Meningkatnya 
ketertiban 
organisasi 
kemasyarakatan. 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengeta Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing. 

 

Sumber: Bakesbangpol Kab. Pacitan, 2025.  
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3.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan 

berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja 

yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai 

oleh  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan untuk lima tahun 

ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pacitan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang 

pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator 

Kinerja Utama (IKU).  

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

No Indikator Satuan 
Target Tahun 

Ket. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Angka 
partisipasi 
masyarakat 
dalam pemilu 

 % 0%  0% 0% 0% 80%  0%  

 2. Persentase 
penurunan 
angka konflik 

 % 10%  10%  10%  10%  10%  10%   

 3. Persentase 
elemen 
masyarakat yang 
mendapatkan 
pembinaan 
Pendidikan 
Politik 

 % 100%  100%  100%  100%  100%  100%   

 4. Persentase 
elemen 
masyarakat yang 
mendapatkan 
pembinaan Waw
asan Kebangsaan 

 % 100%  100%  100%  100%  100%  100%   

 5. Persentase 
potensi konflik 
yang tertangani  

 % 100%  100%  100%  100%  100%  100%   

 6. Nilai IKM 
Perangkat 
Daerah  

 Nilai 90  91  92  93  94  95  

Sumber: Bakesbangpol  
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Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat 

daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah 

daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan telah menetapkan Indikator Kinerja 

Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada 

RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 

No Indikator Satuan 
Target Tahun 

Ket. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 1. % 
Penurunan 
Angka 
Konflik  

%  10  10  10  10  10  10  

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.
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4 BAB V  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana 

Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berisi perencanaan yang 

merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif. 

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan dapat 

memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, 

sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen 

dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung 

jawab institusinya. 

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam 

mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan 

pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta 

berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten 

Pacitan. 

4.2 Kaidah Pelaksanaan 

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin 

konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses 

perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan 

kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, 

dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus 

disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok 
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RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pacitan periode 

berjalan. 

2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target 

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan 

menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome. 

3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui 

koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan 

menghindari tumpang tindih pelaksanaan. 

4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data 

yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai 

dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan 

berkelanjutan. 

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau 

dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan 

daerah. 

4.3 Pengendalian dan Evaluasi 

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029 dilakukan untuk 

menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan 

kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai 

efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut. 

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan 

menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029, Namun jika terjadi perubahan regulasi yang 

mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme 

Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang 

berlaku. 
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